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Mengingat

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR: 14 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

: bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat

kelalaian dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh

bendahara, pegawai bukan Bendahara, pejabat lainnya dan pihak

manapun, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara

Ganti Kerugian Daerah.

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan
atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437);

Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Barang Milik daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4890);

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007
tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian terhadap
Bendahara.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Banten (Lembaran Daerah Nomor 48, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 2 Seri E)

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8 );

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat
DPRD Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9 );

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10 );

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11 );

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Banten (Lembaran Daerah
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12 ).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA GANTI

KERUGIAN DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Banten;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;

Gubernur adalah Gubernur Banten;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintah daerah;

Inspektorat Provinsi Banten selanjutnya disebut Inspektorat adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah Pengawasan Fungsional;

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan
Usaha Milik Daerah Provinsi Banten;

Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara
perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat
kekurangan pembendaharaan yang merugikan daerah, yang bersangkutan
diharuskan mengganti kerugian;

Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses
tuntutan terhadap pegawai bukan Bendahara, pejabat lainnya dan pihak
manapun dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh
perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana
mestinya sehingga secara langsung atau tidak langsung, daerah menderita
kerugian;
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11.

12.
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19.

20.

21.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat
TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau
pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang
merugikan keuangan dan barang Daerah;

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah;

Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang khartal dan uang
giral;

Surat Berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat
saham,sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis;

Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki
maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta
bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai,
dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh tumbuhan,
kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya;

Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas
dengan saldo kas atau selisih kurang anatara buku persediaan barang dengan
sisa barang yang sesungguhkan terdapat di dalam gudang atau tempat lain
yang ditunjuk;

Kerugian Daerah adalah kekurangan perbendaharaan uang, surat berharga dan
barang daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas
nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau
surat berharga atau barang-barang daerah;

Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan
oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan;

Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat
yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan
berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :

a. Pegawai Negeri;
b. Tenaga Kontrak dan atau PTT;
c. Pegawai pada BUMD (Pegawai Perusahaan Daerah).

Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh
Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau
diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan
yang berlaku;

Ahli Waris, adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya
terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian;



